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ABSTRAK 

Masyarakat Tanah Renah sebagai sebuah komunitas merupakan suatu 

bangunan masyarakat yang lengkap dan utuh. Tatanan-tananan dalam sosial 

kemasyarakatan telah diatur dan disesuaikan menurut adat istiadat yang diwarisi 

dari nenek moyang. Termasuk di dalamnya sistem pemerintahan, lembaga 

pemerintahan serta perangkat yang menjalankannya. Namun tidak bisa dipungkiri 

bahwa masyarakat itu tidak bisa lepas dari isu perubahan dan perkembangan 

sosial, sehingga kemudian menjadi menarik untuk melihat fenomena tersebut, 

khususnya bagi masyarakat adat. Mengingat pada perkembangannya adat tidak 

hanya berhadapan dengan agama Islam saja melainkan juga dengan regulasi  yang 

dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terutama UU No. 5 

Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, yang berakibat pada penyeragaman 

sistem pemerintahan di tingkat paling bawah dan kemudian berdampak pada 

masyarakat adat. Berdasarkan deksripsi diatas adapun rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah 

Renah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi di era sekarang dan bagaimana sistem 

pemerintahan adat  tersebut jika dilihat dalam perpsketif fiqih siyasah.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif-analitis. Tujuannya adalah menggambarkan dan mengeksplorasi sistem 

pemerintahan tradisional masyarakat Tanah Renah dengan menggunakan 

pendekatan fiqih siyasah. Sehingga kemudian didapati suatu pemahaman terhadap 

kepercayaan, ajaran atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan 

yang berikutnya dapat diuraikan dan dijelaskan melalui melalui perspektif 

ketatanegaraan Islam. Penelitian ini menggunakan urf sebagai teori utama dalam 

upaya menjelaskan dan menganalisa konsep sistem pemerintahan adat masyarakat 

Tanah Renah, dan teori fakta sosial Emile Durkheim sebagai teori pendukung.  

Dari penelitian ini didapati kesimpulan bahwa sistem pemerintahan adat 

masyarakat Tanah Renah mengikuti pola berjenjang naik bertangga turun. Di 

setiap jenjang tersebut diisi oleh pemimpin yang bertanggung jawab penuh 

terhadap lingkungannya yaitu dimulai dari tingkatan terendah tengganai, ninek 

mamak, serta sampai pada tingkatan tertinggi yaitu depati. Dalam hal mekanisme 

pengambilan keputusan; depati, ninek mamak, serta tengganai selaku pemangku 

adat selalu terlibat secara aktif dengan unsur lain seperti alim ulama, cerdik 

pandai, dan hulubalang/pemuda dalam musyawarah mufakat. Hal ini bertujuan 

agar selalu berada dalam jalur kepatutan dan kebenaran. Dilihat dari sudut 

pandang fiqih siyasah, sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah 

memuat nilai-nilai serta prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam 

ketatanegaraan Islam. Seperti gambaran bagaimana sistem kepemimpinan yang 

ideal, suksesi dengan segala persyaratannya, dan produk yang dihasilkan melalui 

musyawarah mufakat.  

 

Kata Kunci : Sistem, Pemerintahan, Adat, Tradisional, Fiqih Siyasah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 

0593b/1987 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Bâ’ b be ب

 Tâ’ t te ت

 Sâ' ṡ es (dengan titik atas) ث

 Jîm j je ج

 Hâ’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khâ’ kh ka dan ha خ

 Dâl d de د

 Zâl ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Râ’ r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tâ’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain g ge غ
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II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 

III. Ta’ Marbûtah di akhir kata 

 

a. Bila dimatikan tulis h 

 

 ditulis hikmah حكمة

 ditulis ‘illah علةّ

 
 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h 

 

c. Bila ta’ marbūtah hidup maupun dengan harakat, fathah, 

kasrah, dan dhammah ditulis t 

 
 

 

IV. Vokal Pendek 

 

 

 Fâ’ f ef ف

 Qâf q qi ق

 Kâf k ka ك

 Lâm l ‘el ل

 Mîm m ‘em م

 Nûn n ‘en ن

 Wâwû w w و

 Hâ’ h ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Yâ’ y ye ي

 ditulis muta’addidah متعّد دة

 ditulis ‘iddah عدّة

 ’ditulis karāmah al-auliyā كرامة الأولياء

 fathah ditulis a ـــــُ  ــــ

 ditulis zakāh al-fitr زكاة الفطر
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V. Vokal Panjang 

 

1. 
Fathah + alif 

 خاهلية
ditulis 

ditulis 

a 

jāhiliyah 

2. 
Fathah + ya’ mati 

 تنس
ditulis 

ditulis 

a 

tansā 

3. 
Kasrah + yā’ mati 

 كريم
ditulis 

ditulis 

i 

karīm 

4. 
Dammah + wāwu mati 

 فروض
ditulis 

ditulis 

u 

furūd{ 

 
VI. Vokal Rangkap 

 
 
VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan dengan 

apostrof 
 

 

 

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 
 

 

 kasrah ditulis a ـــــــــ  

 dammah ditulis u ـــــــــ  

1. 
Fathah + ya’ mati 

 بينكم
ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

2. 
Fathah + wawu mati 

 قول
ditulis 

ditulis 

au 

qaul 

 ditulis a’antum اانتم

 ditulis u’iddat أعدّت

 ditulis la’in syakartum لئن شكرتم

 ditulis al-Qur’ān القرآن

 ditulis al-Qiyās القياس
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b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan 

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan 

huruf l (el) nya 

 
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut penulisannya. 

 

 ditulis zawi al-furūd ذوي الفروض

 ditulis ahl as-Sunnah أهل السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ’ditulis as-Samā السماء

 ditulis asy-syams الشمس
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem pemerintahan adalah hubungan dan tata kerja antar lembaga-

lembaga negara yang berkaitan dengan mekanisme dalam menjalankan tugasnya.1 

Sedangkan sistem pemerintahan adat adalah tata cara atau mekanisme kerja yang 

dilakukan oleh pemangku adat (kepala suku/tokoh adat) dalam melaksanakan 

wewenangnya. wewenang tersebut berupa kekuasaan mengatur kehidupan sosial, 

politik, dan ekonomi baik itu berupa pengambilan keputusan maupun penyeleng-

garaan kesejahteraan dalam suatu kelompok masyarakat (adat) tertentu.2  

Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyara-

kat tertentu dengan ciri-ciri tertentu pula. Sedangkan masyarakat hukum adat 

merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk pada sekelompok orang yang 

hidup dalam suatu wilayah tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, 

memiliki kekayaan, pemimimpin yang bertugas menjaga kepentingan 

                                                             

1 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif 

Fiqih Siyasah,( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 120. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem 

memiliki arti sekelompok bagian/unsur yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu. 

Lihat W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006), hlm. 1134. Sedangkan pemerintahan adalah tatacara atau proses yang dilakukan 

oleh organisasi yang memiliki kekuasaan dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan 

keselamatan Negara. Lihat Amir M.S, Tanya Jawab Adat Minangkabau 2, (Jakarta: Karya Dunia 

Fikir, 2005), hlm. 18.  

2 Tentang pemerintahan adat lihat Amir M.S, Ibid., hlm. 18-19.  
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kelompok, dan memiliki tata aturan hukum dan pemerintahan.3 Ter Haar mem-

berikan pengertian masyarakat adat sebagai sebuah kelompok yang teratur, 

menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai 

kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun benda yang tidak ter-

lihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam 

masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun 

diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk 

membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti 

melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.4 

Dalam literatur Islam, istilah masyarakat adat telah dikenal sejak lama. Hal 

ini merujuk pada masyarakat Arab yang sebelum datangnya Islam telah terdiri 

dari berbagai suku, tatanan aturan dan adat kebiasaan. Masyarakat Arab yang se-

jak semula telah memiliki kebudayaan sendiri sebagai identitasnya, kemudian 

mengalami penyesuain dengan konsep syari'at Islam yang di dalam prosesnya tid-

ak bisa dinafikkan telah terjadi pergumulan.5 

Konsep tentang adat sebagai sumber hukum dalam Islam dapat merujuk 

pada  istilah al’aadah. Al’aadah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki 

oleh manusia dan dilakukan terus-menerus secara berulang. Seperti kaidah beri-

                                                             
3Lihat Laksanto Utomo, Hukum Adat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1. Lihat juga 

Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) 

di Privinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36. 

4 Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat 

Hukum Adat Atas Tanah (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 30. 

5 Lihat Dedi Syaputra, “Sistem Pemerintahan Adat Suku Kajang Kab. Bulukumba Sula-

wesi Selatan dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, (Skripsi). (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 2. 
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kut:“al’aadatu  muhakkamal” yang artinya adat kebiasaan itu merupakan kepu-

tusan hukum.6 Selain al’Aadah ada pula kaidah fiqih yang biasa disandingkan 

dengan term adat, yakni urf. Urf menunjukan keadaan yang sudah tetap pada jiwa 

manusia dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat. Seperti yang dilakukan 

oleh Imam Malik ketika menjadikan kebiasaan masyarakat Madinah sebagai ru-

jukan sumber hukum (amal ahlu Madinah), mengingat pada saat itu Madinah 

merupakan tempat kediaman Nabi Muhammad dalam membina umat Islam ter-

lebih Madinah dihuni oleh berbagai suku dengan segala kemajemukannya.7 

Islam dan adat sebagai sebuah sistem nilai pada gilirannya memang tidak 

bisa dihindarkan terjadinya kontradiksi, atau memungkinkan pula terjadinya 

pertentangan. Hal tersebut merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak, 

karena islam merupakan sebuah sistem nilai yang datang dari  Tuhan sedangkan 

adat merupakan produk manusia. Namun dalam kajian sosiologi, hal ini bisa 

dipahami sebagai sebuah kenyataan sosial bahwa sistem adat merupakan identitas 

dan budaya suatu kelompok tertentu yang tidak bisa dihilangkan begitu saja.8 

Manusia selalu hidup dalam golongan, ada golongan yang bernama keluarga, 

tetangga, kampung, negeri, kabilah, suku dan negera. Golongan-golongan tersebut 

tidaklah memiliki wajah yang serupa melainkan beraneka ragam.9 

                                                             
6 Lihat Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Pokok-pokok Adat Jambi Sembilan Lurah: 

Jilid I Sejarah Adat Jambi, (Tanpa penerbit, 2003), hlm. 19. 

7 Dedi Syaputra, “Sistem Pemerintahan Adat Suku Kajang”, hlm. 2. 

8 Laksanto Utomo, Hukum Adat, hlm. 129. 

9 Dedi Syaputra, “Sistem Pemerintahan Adat Suku Kajang”, hlm. 7. 
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Di Indonesia, masyarakat adat diakui keberadaannya oleh Negara. 

Menurut pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen kedua UUD 1945, 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkem-

bangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

yang diatur dalam undang-undang”.10 Tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum 

Negara Republik Indonesia berdiri telah hidup masyarakat dengan wujud kesatuan 

sosial yang telah melembaga dengan ciri khasnya masing-masing, memiliki ke-

budayaan serta tatanan tingkah laku yang lengkap.11 Seperti komunitas adat Naga-

ri di Sumatera Barat, Kajang di Sulawesi Selatan, dan tak terkecuali pula di Jam-

bi.12  

Masyarakat Tanah Renah sebagai salah satu komunitas adat di Jambi, se-

jak lama telah mengenal sistem pengaturan dalam pola kehidupan bermasyarakat. 

Nilai-nilai tradisional yang turun temurun dari nenek moyang dijadikan landasan 

utama dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Baik itu persoalan yang menyangkut 

sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Masyarakat Tanah Renah dipimpin oleh 

kepala adat bergelar depati yang dipilih berdasarkan alur dan patut. Dalam 

pengelolaan negeri pun sudah memiliki perangkat-perangkat pemerintahan dengan 

pembagian kekuasaan yang jelas. Dibawah depati terdapat kepala dusun yang ber-

                                                             
10 Abdurrahman, Draft Laporan Pengkajaian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan 

Masyarakat Adat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Kementerian Hukum dan  Hak Asasi Manusia, 2015, hlm. 1. 

11 Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat, Cet 1 (Yogayakartka: LaksBang PRESSindo, 

2009), hlm. 3. 

12 Tentang Komunitas Adat di Minangkabau lihat Amir. MS, Tanya Jawab Adat 

Minangkabau 2, hlm. 49. Tentang Suku Kajang lihat Dedi Syaputra, hlm. 29. 
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hak mengatur wilayah dusunnya, dibawah dusun terdapat pula kampung yakni 

wilayah kekuasaan kekuasaan mamak kelebu.13  

Di Indonesia, pasca diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 Tentang 

Pemerintahan Desa, masyarakat adat meghadapi situasi yang rumit. Penyeraga-

man sistem pemerintahan di tingkat paling bawah menjadikan institusi adat se-

bagai korban “perampasan” hak politik. Masuknya konsep desa tersebut ke tengah 

masyarakat adat, telah mengubah secara paksa bentuk pengambilan keputusan 

yang ada diantara institusi-institusi adat hingga tersisa pada peran seremonial se-

mata.14 Padahal sejak terbentuknya pemerintahan adat, tokoh adat  merupakan 

aktor sentral dalam pengelolaan negeri. Walaupun sebagian negeri yang dimaksud 

relatif kecil dengan memimpin beberapa suku atau beberapa marga saja, Namun 

tidak mengurangi kemandiriannya. Bahkan sebelum lahirnya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia pun, masyarakat adat merupakan masyarakat yang berdau-

lat.15 

Sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, sistem pemerintahan 

di Jambi mengenal  marga dalam struktur hirarkisnya. Pembagian marga tersebut 

sudah terbagi sejak pemerintahan Kesultanan Jambi dan didasarkan pada fungsi 

                                                             
13 Sibawaihi, “Delik-Delik Hukum Adat dan Lembaga Peradilan Adat Marga Tanah Re-

nah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Sarolangun Bangko Provinsi Jambi.” (Skripsi): Fakultas 

Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogayakarta, 1987, hlm. 26. 

14 Makalah “Masyarakat Adat Apakah Benar Bagian Dari Nation State Indonesia ?”, 

Nanuru, F Ricardo. 

15 Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indinesa (NKRI), di wilayah Nusan-

tara sudah terdapat pemerintahan-pemerintahan yang otonom dengan berbagai bentuk. Bahkan 

beberapa kerajaan besar pernah beridiri di wilayah nusantara sebelum kemudian di kuasai oleh  

penjajah Belanda. Lihat: “Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: 

Studi Kasus Kabupaten Bungo”, Hermanto Harun dan Irma Sagala. Kontekstualita, Vol. 28, No. 1, 

2013. 
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dan kedudukannya sebagai pembela kehormatan kerajaan.16 Depati di Tanah Re-

nah selain berperan sebagai kepala adat juga menjabat sebagai kepala pemerinta-

han sekaligus. Sehingga peran depati sebelumnya sangat vital dalam masyara-

kat.17 

Masyarakat adat sebagai suatu kesatuan sosial dalam perkembangannya 

tentu tidak bisa terlepas dari isu perubahan. Perkembangan zaman serta budaya 

merupakan tantangan nyata dalam mempertahankan eksistensinya. Seperti yang 

dikemukakan oleh August Comte, bahwa di dalam masyarakat memungkinkan 

terjadinya perkembangan secara menerus, walaupun dalam perkembangannya tid-

ak selalu mengikuti garis lurus. Perbedaan proses perkembangan tersebut dapat 

dikarenakan oleh hambatan-hambatan tertentu seperti iklim, kekuasaan politik, 

dan faktor ras manusia itu sendiri.18 

Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti ingin mengkaji sistem pemerintahan 

adat masyarakat Tanah Renah yang ada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. 

Mengingat dinamika yang demikian selalu berubah merupakan sebuah tantangan 

bagi sebuah sistem tradisional. Bahkan di era kekinian eksistensi sistem 

pemerintahan adat dipertanyakan, walaupun secara yuridis telah diberikan ruang 

melalui mekanisme ketatanegaraan dalam kebijakan otonomi daerah.  

 

                                                             
16 Mubyarto, dkk, Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri, (Yogyakarta: Pusat 

Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, 1990), hlm. 

73. 

17 Sibawaihi, “Delik-delik Hukum Adat dan Lembaga Peradilan Adat Marga Tanah”,  

hlm. 26. 

18 Boedhi Otoeyo, dkk, Teori Sosiologi Klasik. Edisi ke 3 (Banten: Universitas Terbuka, 

2014), hlm. 4.17. 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini fokus pada kajian sistem pemerintahan adat pada masyarakat 

Tanah Renah di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kajian ini  bertujuan untuk 

mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan menganalisa konsep sistem pemerintahan 

adat masyarakat Tanah Renah dalam perspektif fiqih Siyasah. Selain itu juga un-

tuk melihat bagaimana perkembangan, perubahan serta eksistensinya di era 

sekarang. 

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah ? 

2. Bagaimana sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah dalam per-

spektif fiqih siyasah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengeksplorasi dan mendeskripsikan konsep sistem pemerintahan adat 

masyarakat Tanah Renah 

2. Menganalisa sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah dalam 

perspektif fiqih siyasah 

Adapun kegunaan penelitian adalah: 

1. Kajian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sis-

tem pemerintahan adat tradisional, khususnya yang ada di Tanah Renah 

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi 
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2. Kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta menjadi 

sumbangsih pemikiran akademis 

D. Tinjauan Pustaka 

Pertama, buku karangan Bambang Hariyadi yang berjudul Orang Seram-

pas: Tradisi dan Pengetahuan Lokal di Tengah Perubahan.19 Buku ini mengkaji 

tentang pengetahuan lokal Serampas tentang botani yang tetap lestari sampai saat 

ini. Selain itu juga membahas tentang komunitas adat Serampas  secara umum  

serta  dinamika perubahan yang dihadapi. Salah satu bagian dari buku ini 

mendeskripsikan bagaimana masyarakat adat Serampas mempertahankan jati diri 

dan tradisi  mereka di tengah perubahan yang yang terjadi, termasuk dalam peru-

bahan administrasi dan sistem pemerintahan. Meski lembaga adat tidak lagi 

menempati posisi sentral dalam mengatur pemerintahan di tingkat desa, 

keberadaan lembaga adat masih dominan dalam kehidupan sehar-hari. Buku ini 

fokus pada komunitas Serampas yang berada di wilayah Kabupaten Merangin 

Provinsi Jambi dengan titik kajian kearifan lokal terkait botani. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan terbatas pada sistem pemerintahan adat pada 

masyarakat Tanah Renah di Kabupaten Merangin dengan perspektif fiqih siyasah. 

Kedua, buku karangan Mahli Zainuddin yang berjudul Recong Telang, 

buku ini mengulas tentang komunitas adat yang ada di Kerinci dari berbagai sudut 

aspek.20 Dimulai dengan penjabaran tentang gambaran umum kawasan, asal usul 

                                                             
19 Bambang Hariyadi, Orang Serampas: Tradisi dan Pengetahuan Lokal di Tengah Peru-

bahan, (Bogor: IPB Press, 2013). 

20 Mahli Zainudin, Loc. Cit. 
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penduduk, sejarah pemerintahan dan wilayah kekuasaan, hingga struktur 

masyarakat dan kepemangkuan adat. Pada bagian sejarah pemerintahan dan wila-

yah kekuasaan Rencong Telang, di uaraikan mengenai sistem pemerintahan yang 

telah mengakar sejak lama. Pemerintahan pertama yang dikenal adalah Tanah 

Sigindo yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Manjuto atau Pamuncak 

Nan Tigo Kaum. Selanjutnya wilayah ni menjadi bagian dari kerajaan Daulat De-

pati Empat Alam Kerinci. Perbedaan penelitian ini dengan buku Rencong Telang 

terletak pada fokus kajian. Jika buku Rencong Telang mengulas tentang komuni-

tas adat yang ada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi maka penelitian ini fokus 

pada sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah Kabupaten Merangin 

Provinsi Jambi.   

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sibawaihi yang berjudul “Delik-delik 

Adat dan Peradilan Adat Marga Tanah Renah Kecamatan Sungai Manau Kabu-

paten Sarolangun Bangko Provinsi Jambi.” Skripsi ini membahas tentang sistem 

peradilan adat yang ada di Marga Tanah Renah, dengan segala perangkat secara 

kelembagaannya. Selain itu juga mengkaji bagaimana pola hubungan setiap ting-

katan lembaga adat dalam pengambilan keputusan. Skripsi ini fokus pada institusi 

kelembagaan adat yang berfungsi dalam penegakkan hukum di Tanah Renah yang 

disesuiakan dengan nilai-nilai tradisional. Berbeda dengan penelitian yang dil-

akukan yakni seputar sistem pemerintahan adat dalam arti luas. 

Keempat, Tesis yang di tulis oleh Diandra Putra yang berjudul “Dinamika 

Pemerintahan Adat di Kerinci (Studi Tentang Eksistensi Sistem Sko Nan Tigo 
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Takah)”.21 Penelitian ini menggali model pemerintahan yang ada di Kerinci yakni 

pemerintahan “Sko Nan Tigo Takah” yang telah ada sejak ratusan tahun yang 

lampau. Bahkan sejak zaman nenek moyang Orang Kerinci mengenal bentuk atau 

cara pengaturan, pengelolaan hidup bersama dalam suatu lingkungan sosial 

(komunitas). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, eksploratif, 

dan komparatif. fokusnya pada tiga poin pokok, yakni institusi, adat (nilai, nor-

ma), dan mekanisme (kepemimpinan dan forum bersama). Ketiga hal tersebut 

memiliki ciri-ciri, sifat yang khas, dan khusus, sesuai dengan lingkungan yang 

ada. Secara umum, pemerintahan adat yang ada di Kerinci dari awal sampai 

sekarang tetap di dalam model yang berpola “Sko Nan Tigo Takah”, yang berarti 

pemerintahan yang memiliki tiga tingkatan.  

Kelima, tulisan Hermanto Harun dan Irma Sagala yang berjudul “Dina-

mika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi: Studi Kasus 

Kabupaten Bungo”, jurnal ini diterbitkan Kontekstualita, Vol. 28, No. 1, 2012. 

Tulisan ini membahas dinamika unit terkecil dalam administrasi Jambi dengan 

studi kasus di Kabupaten Bungo. Kajian ini mendeskripsikan model pemerintahan 

tradisional yang ada di Jambi pasca diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 Ten-

tang Pemerintahan Desa. Kemudian dilanjutkan dengan peluang penerapan model 

pemerintahan tradisional kembali di era otonomi daerah.  Tulisan ini juga mem-

bahas mengenai regulasi yang ada serta dampaknya terhadap sistem tradisional. 

Mengingat regulasi tersebut dianggap mampu mempengaruhi penguatan tradi-

                                                             
21 Dianda Putra,  Op. cit. 
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sional Melayu Jambi, antara lain dalam bentuk kepemimpinan, manajemen kon-

flik dan penguatan sosialisasi adat. 

Keenam, tulisan Irmawati Sagala yang berjudul “Peluang dan Tantangan 

Reinvensi Model Pemerintahan Adat Tigo Tali Sepilin di Provinsi Jambi Pasca 

Reformasi”. Tulisan ini dipresentasikan dalam First International Conference on 

Jambi Studies yang diselenggarakan di Jambi pada tanggal 23-24 November 

2013. Tulisan ini membahas mengenai peluang serta tantangan dalam upaya men-

ciptakan kembali model pemerintahan adat tali tigo sepilin yakni model 

pemerintahan di tingkat bawah yang terdiri dari unsur kepala pemerintahan dusun, 

pemangku adat dan pegawai syara’.  

Pada salah satu bagian pada tulisan ini membahas mengenai dampak peru-

bahan yang muncul akibat dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 

Tentang Pemerintahan Desa, diantaranya adalah perubahan struktur pada 

masyarakat dan dampak sosiologisnya terhadap kehidupan masyarakat. Terutama 

berkaitan dengan aspek budaya serta adat istidat yang ikut memudar akibat 

melemahnya struktur dalam masyarakat. Tulisan ini fokus pada kajian peluang 

dan tantangan dalam upaya menghidupkan kembali sistem pemerintahan adat tali 

tigo sepilin secara umum di Jambi, sedangkan penelitian yang dilakukan terbatas 

pada sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah Kabupaten Merangin 

Provinsi Jambi dalam perspektif fiqih siyasah. 
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E. Kerangka Teori  

1. Fiqih Siyasah 

Fiqih berasal dari bahasa Arab yakni bentuk masdhar dari kata Faquha-

yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman mendalam dan akurat sehingga dapat 

memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Secara terminologi fiqih sering 

didefinisikan sebagai ilmu yang  membahas tentang syara’ yang bersifat per-

buatan dan dipahami dari dalil-dalil yang rinci.22 Sedangkan siyasah bermakna 

mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.23 Jadi fiqih 

siyasah dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara mengatur 

urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia dan keba-

hagian akhirat dengan rambu-rambu syar’iah.24 

Dalam wacana Islam, politik (as-siyasah) secara sederhana dapat dirumus-

kan sebagai konsep bernegara versi Islam yang memiliki dua dimensi sekaligus, 

yakni dimensi ilahi dan insani. Pada dimensi ilahi, siyasah merupakan sebagai alat 

pengabdian terhadap Allah. Sedangkan pada dimensi insani bertujuan 

mewujudkan kemaslahatan. Ini sejalan dengan fungsi manusia sebagai khalifah di 

muka bumi yang bertugas mengatur dan memimpin umat.25 

Konsep kepemimpinan dalam Islam dapat ditemukan pada Istilah khilafah, 

immah dan imarah. Dalam sejarah Islam, istilah-istilah tersebut muncul  sebagai 

                                                             
22 Lihat Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamani, Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Poli-

tik Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 31. 

23 Lihat Dedi Supriadi, Perbandingan Fiqih Siyasah,  (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 

173. 

24 Ibid., hlm. 174 
25 Ibid., hlm. 173-177. 
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sebutan institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama 

dan urusan politik.26 Muhammad Rasyid Ridho memberikan pengertian yang sa-

ma terhadap ketiganya, yakni merupakan suatu pemerintahan untuk menegakkan 

agama dan urusan dunia.27 Ibnu Khaldun berpandangan bahwa khilafah adalah 

tuntutan syari’ah dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia, guna 

mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.28 Al-Ghazali menambahkan bahwa 

imamah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat 

melaksanakan syari’at, mewujudkan kemaslahatan umat, menjamin ketertiban 

urusan dunia dan urusan agama, serta lambang kesatuan umat Islam.29  

Berbeda dengan itu, Ali Abdur Raziq berpandangan bahwa agama islam 

tidak mengenal lembaga kekhalifahan. Lembaga ini tidak ada hubungannya 

dengan tugas-tugas keagamaan, melainkan tugas-tugas peradilan dan lain-lain dari 

pelaksanaan kekuasaan dan Negara. Agama tidak mengakui dan tidak mengingka-

ri, tidak memerintah dan tidak melarang. Agama menyerahkan semua itu kepada 

pilihan yang bebas dan rasional.30 Perbedaan pendapat dikalangan tokoh Islam 

tersebut dapat dipahami karena Islam tidak memiliki suatu bentuk pemerintahan 

yang baku. Seperti yang dikemukakan oleh Suyuti Pulungan: 

“…Bahwa al-Qur’an tidak menetapkan sistem politik dan pemerintahan, 

sistem sosial dan sebagainya secara absolut dan tertentu yang harus diikuti 

                                                             

26Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: Om-

bak, 2014),  hlm. 275. 

27Dedi Supriadi, Perbandingan Fiqih Siyasah, hlm. 140. 

28Ibnu Khaldun, muqaddimah, hlm. 234. 

29 Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah, hlm. 21. 

30 Ibid., hlm. 22. 
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oleh umat Islam. Ia hanya menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya 

saja. Tapi dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip tersebut, dapat 

dirumuskan sistem politik dan pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, 

sistem sosial Islam dan sebagainya sesuai dengan tuntutan zaman dan 

tempat.”31 

Al-Maududi merinci prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam tersebut 

menjadi sembilan, diantaranya: prinsip kedaulatan tertinggi di tangan Allah; prin-

sip keadilan; prinsip persamaan; prinsip tanggung jawab; prinsip musyawarah; 

prinsip ketaatan; prinsip amar ma’ruf nahi mungkar; prinsip larangan kekuasaan 

untuk kepentingan pribadi; dan prinsip tujuan Negara.32 Sedangkan Munawir 

Sjadzali berpendapat bahwa prinsip dasar pemerintahan Islam diantaranya: prinsip 

musyawarah; prinsip ketaatan kepada pemimpin; prinsip keadilan; prinsip persa-

maan; dan prinsip hubungan antar umat.33 

2. Teori Urf 

Dalam literatur islam tegas dinyatakan “al’aadatu  muhakkamal” yang 

artinya adat kebiasaan itu merupakan keputusan hukum, akan tetapi adat yang di-

akui sebagai keputusn hukum harus memenuhi syarat, diantaranya: pertama, 

mutharid (dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus sama terhadap satu per-

buatan). kedua, mun’akis (dilakukan orang banyak, masyarakat, bukan seorang). 

ketiga, tahqiq (kemaslahatan tersebut bukan berupa khayalan). Keempat, muwafiq 

lisy syar’i (sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah agama Islam lebih-lebih 

                                                             
31 Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah, hlm. 4. 

32 Al-maududi, Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas pemerintahan, (Bandung: 

Mizan, 1994), hlm. 93-109. 

33 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran, (Jakarta: UI 

Press, 1990), hlm. 4-6. 
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dengan yang jelas disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis).34 Dalam persoalan 

aqidah dan ibadah  maka syara’ yang menentukan, sedangkan dalam muamalah  

selama tidak terdapat larangan dari syara’ maka hukumnya dibolehkan. Tetapi 

jika didalamnya terdapat segi-segi yang dilarang, maka hal tersebut tidak diper-

bolehkan.35 

Selain al-aada, konsep adat tentang aturan hukum dalam islam dapat 

ditemukan pada kaidah fiqih ‘urf. ‘Urf  menunjukkan keadaan yang sudah tetap 

pada jiwa manusia dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat. Berbeda dengan  

al-Aada yang mengacu pada sesuatu yang dikehendaki manusia dan terus menerus 

berulang. Keduanya merupakan sinonim tetapi memiliki perbedaan pemahaman.36 

Baik ‘urf maupun al-aada boleh saja dipraktekakkan selagi tidak bertentengan 

dengan syara’. 

Menurut sebagian ulama ushul fiqih, ‘urf adalah kebiasaan mayoritas 

kaum baik dalam perkatan maupun perbuatan dan merupakan bagian dari adat. 

suatu ‘urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada 

pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.37 

Secara garis besar, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf 

shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak berten-

tangan dengan nash al-Qur’an dan hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan dan 

                                                             
34 Lihat LAM Jambi, “Pokok-pokok Adat Jambi Sembilan Lurah, hlm. 19. 

35 Ibid., hlm. 19. 

36 Lihat Hasbi ash-Shidieqy, Pengantar Ilmu Fiqih (Semarang: Pustaka Halwiyah, 1997), 

hlm. 226. 

37 Nasrun Horoen, Ushul Fiqih (cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138. 
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tidak pula mendatangkan kemudharatan. Sedangkan ‘urf fasid adalah kebalikann-

ya, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-

kaidah dasar yang ada dalam syara’.38 

Untuk bisa menjadi landasan hukum, ‘urf harus memenuhi beberapa 

syarat, diantaranya: pertama, harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis; kedua, harus bersifat umum dalam arti 

minimal menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu; ketiga, telah me-

masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya; keempat, tidak 

bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transasksi; 

kelima, tidak berlaku dalam ibadah mahdah; keenam, tidak menyebabkan kemaf-

sadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; ketujuh, tidak ada ketegasan dari 

pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut; kedelapan, ber-

nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.39 

3. Teori fakta-fakta sosial Emile Durkheim 

Bagi Durkheim, masyarakat terdiri dari “fakta-fakta sosial” yang melebihi 

pengertian intuitif dan harus diselidiki melalui pengamatan-pengamatan dan pen-

gukuran-pengukuran. Fakta-fakta sosial menurutnya adalah kekuatan-kekuatan 

dan struktur-struktur yang bersifat eksternal bagi, dan memaksa kepada, individu. 

Suatu fakta sosial mencakup setiap cara bertindak, baku atau tidak, yang mampu 

menjalankan paksaan eksternal kepada individu; atau setiap cara bertindak yang 

                                                             
38 Ibid., hlm. 140. 

39 Ibid., hlm. 142-144. 
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umum di seluruh masyarakat, sambil sekaligus berada sendiri secara independen 

dari perwujudan individualnya.40 

Durkheim berargumen bahwa fakta-fakta sosial tidak dapat direduksi men-

jadi individu-individu, tetapi harus dipelajari sebagai realitasnya sendiri. dia 

mengacu kepada istilah latin sui generis yang berarti unik. Penggunaan istilah itu 

untuk mengklaim bahwa fakta-fakta sosial mempunyai karakter unik tersendiri 

yang tidak dapat direduksi menjadi kesadaran individual. Kata kunci fakta sosial 

Durkheim mencakup tiga hal, yakni eksternal, memaksa, dan umum. Eksternal 

artinya fakta tersebut berada diluar pertimbangan-pertimbangan seseorang dan 

telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia; memaksa artinya fakta 

sosial memiliki kekuatan untuk menekan individu menerima dan melaksakannya; 

umum artinya fakta sosial itu bersifat menyebar secara luas dalam suatu masyara-

kat. fakta sosial ini merupakan milik bersama, dan bukan sifat individu 

perseorangan.41 

Menurut Durkheim, fakta-fakta sosial dapat dibedakan menjadi dua tipe, 

yakni fakta-fakta sosial material dan nonmaterial. Fakta-fakta sosial material yaitu 

barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial inilah 

yang merupakan bagian dari dunia nyata. Contohnya seperti gaya-gaya arsitektur, 

bentuk-bentuk teknologi, dan norma hukum. Sedangkan fakta-fakta sosial nonma-

terial yaitu sesuatu yang ditangkap nyata (eksternal), bersifat subjetkif yang hanya 

                                                             
40 Tentang teori fakta sosial Emile Durkheim lihat Goerge Ritzer, Teori Sosiologi dari So-

siologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, edisi 8. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012), hlm, 31.  

41 Ibid., hlm. 132-134. 
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muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya egoisme dan opini.42 Fakta-

fakta sosial nonmaterial merupakan bagian yang begitu penting bagi Durkheim, 

fakta-fakta sosial yang berasal dari eksternal tersebut merupakan fondasi dasar 

yang ada dalam masyarakat. fakta-fakta sosial nonmaterial ini di bagi menjadi 

empat tipe yakni moralitas, nurani kolektif, representasi kolektif, dan arus sosial.43 

Pandangan Durkheim mengenai moralitas mempunyai dua aspek, pertama; 

bahwa moralitas adalah suatu fakta sosial, dengan kata lain moralitas dapat dipela-

jari secara empiris, eksternal bagi individu, berisifat memaksa, dan dapat dijelas-

kan oleh fakta-fakta sosial yang lain. Kedua; masyarakat tidak mungkin bermoral, 

tetapi dapat saja kehilangan kekuatan moralnya jika keentingan kolektif masyara-

kat menjadi sekedar jumlah kepentingan-kepentingan diri.44 Dalam usaha 

mengembangkan isu moralitas kolektif, Durkheim mengembangkan ide mengenai 

nurani kolektif, yakni mencirikannya sebagai totalitas keercayaan-kepercayan dan 

sentiment-sentimen yang lazim bagi rata-rata warga masyarakat yang sama yang 

membentuk suatu sistem tertentu yang memunyai kehidupan sendiri. nurani 

kolektif mengacu kepada struktur umum pengertian-pengertian, norma-norma, 

dan kepercayaan yang diyakini bersama.45  

Selanjutnya representasi kolektif yakni mengacu baik kepada konsep 

kolektif maupun kekuatan sosial. Contoh dari representasi kolektif adalah simbol-

simbol, mitos, dan legenda populer. Semua itu adalah cara masyarakat menc-

                                                             
42 Ibid., hlm. 134. 

43 Ibid., hlm. 136. 

44 Ibid., hlm. 136-137. 

45 Ibid., hlm. 138. 
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erminkan dirinya sendiri. Menggambarkan kepercayaan-kepercayaan, norma-

norma, dan nilai kolektif mereka itu bertujuan untuk mendorong penyesuaian diri 

terhadap klaim-klaim kolektif itu sendiri. 

Terakhir adalah arus sosial, arus sosial dapat dipandang sebagai sekum-

pulan makna yang dianut bersama oleh para anggota suatu kolektifitas. Dalam 

dirinya sendiri, arus sosial tidak dapat dijelaskan dari segi pikiran seseorang indi-

vidi manapun. Para individu tentu saja menyumbang kepada arus sosial, tetapi 

dengan menjadi sosial sesuatu berkembang melalui interaksi-interaksinya. Arus 

sosial hanya dapat dijelaskan secara intersubjective, yakni dari segi interaksi-

interaksi diantara para individu. Arus-arus sosial ada pada level interaksi, bukan 

pada level individu. Contohnya gelombang-gelombang besar semangat, kema-

rahan, dan rasa kasihan yang dihasilkan dalam pergaulan publik.46 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis47. 

Berkaitan dengan hal itu, metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut:  

 

 

                                                             
46 Ibid., hlm. 140-142. 

47 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

hlm. 17. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

secara langsung terjun ke lokasi yang dijadikan objek penelitian untuk mem-

peroleh data-data dan selanjutnya data-data tersebut dapat diolah. Data-data yang 

dimaksud seputar masyarakat Tanah Renah baik itu berupa data secara umum 

maupun khusus yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Muaro Panco Timur Kecamatan Renah 

Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Pelaksanaan penelitian dilakukan 

pada 1 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2017.  

3. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang ber-

tujuan menyajikan gambaran lengkap untuk mengeksplorasi fenomena suatu 

obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan 

membuat kesimpulan yang berlaku umum. Data yang dideskripsikan adalah sepu-

tar gambaran umum masyarakat adat Tanah Renah, kedaan sosial, dan sistem 

pemerintahan adat. 

4. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fiqih siyasah, yakni suatu kon-

sepsi mengenai ketatanegaraan Islam yang didasarkan pada dalil-dalil serta hukum 

Islam dalam memandang fenomena sosial. Sehingga kemudian dapat dikaji dan 
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dianalisa sistem pemerintahan adat masyarakat Tanah Renah tersebut secara 

komperhensif. 

5. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, 

atau data tangan pertama, adalah data yang di peroleh langsung dari subjek peneli-

ti dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pa-

da subjek sebagai sumber informasi yang di cari. Sedangkan data sekunder, ada-

lah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung di peroleh oleh peneliti 

dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi 

atau data laporan yang telah tersedia.48 Maka dari itu dalam penelitian ini juga 

menggunakan data primer dan data sekunder. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Supaya data dan informasi dapat di pergunakan dalam penalaran, data dan 

informasi itu harus merupakan fakta, bahan-bahan itu siap di gunakan sebagai ev-

iden. Sebab itu perlu di adakan pengujian dengan cara tertentu.49 Adapun teknik  

pengumpulan data yang di gunakan sebagai berikut ini: 

a. Observasi 

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan 

dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, 

                                                             
48 Saifuddin, Metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91. 

49 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 63. 
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tujuan, dan perasaan. Objek observasi adalah fenomena-fenomena yang di 

biarkan terjadi secara alamiah.50 

b. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara kualitatif. yakni, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu 

susunan yang telah di siapkan sebelumnya.51 Wawancara dilakukan terhadap 

tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh adat yang memahami secara mendalam 

tentang sistem pemerintahan adat di Tanah Renah. Seperti pemangku dalam 

lembaga adat, Depati, ninek mamak, dan tokoh masyarakat. 

c. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini tidak hanya terbatas pada 

observasi dan wawancara saja, akan tetapi juga mengunakan dokumentasi 

seperti foto, buku, dan naskah sebagai bahan kajian. hal ini bertujuan agar 

hasil penelitian ini lebih sempurna.    

G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari beberapa 

sub bab, yaitu latar belakang masalah yang digunakan sebagai dasar dari perumu-

san masalah, rumusan masalah untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, 

tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

                                                             
50Ibid., hlm. 19. 

51 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 176. 



23 
 

 
 

Bab dua, membahas mengenai gambaran umum masyarakat Tanah Renah 

yang meliputi wilayah adat, sejarah sistem pemerintahan adat, penduduk, sistem 

kekerabatan, adat istiadat, sistem kepercayaan dan tradisi, serta lokasi penelitian.  

Bab tiga, membahas mengenai sistem pemerintahan adat masyarakat 

Tanah Renah yang meliputi pola kepemimpinan  adat, mekanisme pengambilan 

keputusan, suksesi kepemimpinan, serta asas-asas dalam hukum adat.  

Bab empat, membahas mengenai analisa  konsep pemerintahan adat 

masyarakat Tanah Renah dalam perspektif  fiqih siyasah. 

Bab Lima, Berisi tentang kesimpulan serta kritik dan saran yang di dapat-

kan dalam keseluruhan dari isi data tulisan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Masyarakat Tanah Renah sebagai sebuah komunitas merupakan suatu 

bangunan masyarakat yang lengkap dan utuh. Tatanan-tananan dalam sosial ke-

masyarakatan telah diatur dan disesuaikan menurut adat istiadat yang diwarisi dari 

nenek moyang. Termasuk sistem pemerintahan, lembaga pemerintahan serta 

perangkat yang menjalankannya. 

Depati, ninek mamak, serta tengganai selaku pemangku adat terlibat secara 

aktif dengan unsur lain seperti alim ulama, cerdik pandai, dan hulubalang/pemuda 

dalam musyawarah mufakat. Konsep pemerintahan seperti ini selalu mengikuti pola 

berjenjang naik bertangga turun, setiap jenjangnya mempunyai perangkat kerapatan 

adat dilingkungannya masing-masing. Dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan Is-

lam, sistem pemerintahan adat Tanah Renah memuat nilai-nilai serta prinsip-prinsip 

yang secara universal terdapat dalam Islam. Seperti gambaran bagaimana sistem 

kepemimpinan ideal, suksesi dengan segala persyaratannya dan produk yang 

dihasilkan melalui musyawarah mufakat.  

Dalam Islam, konsep adat semacam ini dapat dipertimbangkan menjadi se-

buah alternatif keberagaman. Mengingat masing-masing bangsa memiliki karakteris-

tik dan budaya khas yang selanjutnya menjadi menjadi identitas 
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kepribadiannya. Islam sendiri tidak menolak pluralisme sama sekali, bahkan me-

nyokong dan mengakui budaya masyarakat yang majemuk sebagai sebuah realitas 

sosial. Untuk itu, setiap kreatifitas manusia yang lahir dari potensi akal manusia dan 

kemudian membudaya dapat diterima menjadi sebuah otoritas hukum. Seperti yang 

terdapat dalam kaidah urf, adat diberikan ruang akomodasi selagi tidak bertentangan 

dengan syariat, memiliki unsur manfaat dan tidak mendatangkan mudharat.  

B. Kritik dan Saran 

Sistem tradisional yang telah ada sejak lama merupakan bagian dari jati diri 

serta identitas masyarakat adat yang hendaknya tidak dilupakan serta diabaikan be-

gitu saja. Walaupun masyarakat adat dalam perkembangannya tidak bisa dilepaskan 

dari isu perubahan sosial. Namun, fakta bahwa masyarakat adat telah hadir sejak 

sebelum Negara ini terbentuk bahkan sampai sekarang masih eksis membuktikan 

bagaimana sistem tradisional mampu memberikan kontribusi yang nyata. Mengingat 

masyarakat adat/desa merupakan pilar utama dalam pembentukan negeri ini.  

Dengan demikian hendaknya pemerintah diharapkan mampu mengakomodir 

masyarakat adat secara nyata, tidak hanya terbatas pada aturan perundang-undangan 

secara formal. Faktanya hari ini telah banyak produk perundang-undangan baik itu 

ditingkat pusat maupun daerah, namun kenyataan dilapangan masih belum sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Terutama yang berkaitan dengan isu tanah, hak pengel-

olaan hutan adat, dan lain sebagainya. 
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Bagi masyarakat Tanah Renah, hendaknya ini menjadi gambaran mengenai 

betapa pentingnya sistem tradisional dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat 

masyarakat Tanah Renah merupakan masyarakat yang berdasarkan pada kesatuan 

sosial geneologis-teritorial, sehingga penguatan sistem budaya merupakan sebuah 

keniscayaan. Apabila struktur dalam masyarakat itu sendiri sudah tidak diperhatikan 

pemerintahan adat tidak akan berfungsi secara maksimal. Sejalan dengan itu maka 

sistem dalam masyarakat akan melemah, berikutnya memungkinkan pula hilangnya 

nilai tradisional khas lokal sehingga yang tertinggal hanya kenangan historis semata.  
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QS. An-Nisa 

(4): 58 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar  lagi Maha Melihat. 
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QS. An-Nisa 

(4): 59 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri diantara 

kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al-Quran) dan rasul (sunnah-Nya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
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QS. Al-

Hujarat (49): 

13 

 

Hai manusia susungguhnya Kami menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku saling kenal mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Susungguhnya Allah Maha 
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QS. Al-Qasas 

(28): 26 

Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu 

berkata: Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai 

pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang 

paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat 

dipercaya. 
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QS. Asy-

Syura (42): 

38 

Dan (bagi orang-orang yang menerima 

(mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan 

shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 

dengan musyawarah antara mereka: dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rejeki yang Kami 

berikan kepada mereka. 
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QS. Ali-

Imran  (3): 

159 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekililingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan 

itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, maka bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakal kepada-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Abdullah ibn ‘Umar ra. Beliau berkata: 

“Saya telah mendengar Rasulullah saw. 

bersabda: Semua kalian adalah pemimpin dan 

akan ditanya (dimintai pertanggung jawabannya) 
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Hadis diri-

wayakan oleh 

Mutaffaqun 

Alaih 

kelak tentang kebajikanmu kepada rakyat yang 

kamu pimpin. Seorang Imam (Pejabat/ kepala/ 

ketua) adalah pemimpin dan akan diminta 

pertanggung jawabannnya nanti tentang kondisi 

rakyat yang dipimpinnya. Para (lelaki) suami 

adalah pemimpin di dalam keluarganya dan akan 

diminta pertanggung jawabannya tentang 

keluarga yang dipimpinnya. Para wanita (istri) 

adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan 

akan dimintai pertanggung jawabannya tentang 

keluarga yang dipimpinnya. Pelayan (pembantu) 

pun adalah pemimpin tentang harta benda 

majikannya dan akan dimintai pertanggung 

jawabannya kelak tentang harta benda majikan 

yang dipeliharanya. Pada dasarnya semua kamu 

adalah pemimpin yang akan dimintai 

pertanggung jawabannya nanti tentang hal yang 

dipimpinnya”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN II 

 

Surat Izin Penelitian dari Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 



 
 

 

Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL Daerah Istimewa Yogyakarta 



 
 

Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL JAMBI 



 
 

 

LAMPIRAN III 

Data Profil Desa Muaro Panco Timur 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

LAMPIRAN IV 

DOKUMENTASI 

 

Gambar. 1 

 

Gambar. 2 

Gambar 1 dan 2. Makam Depati Setio Nyato 



 
 

 

Gambar. 3. TPU Desa Talang Segegah 

 

Gambar. 4 



 
 

 

Gambar. 5 

Gambar 4 dan 5. Makam Syeikh Maulana Qori di Sekitara DAS Masumai 

 

Gambar. 6 



 
 

 

Gambar. 7 

 

Gambar. 8 

Gambar 6-8. Dusun Timben di Sekitaran DAS Masumai 



 
 

 

Gambar. 9 

 

Gambar. 10 



 
 

 

Gambar. 11 

 

Gambar. 12 

Gambar 9-12. Makam dengan pola nisan Batu Sungai di Dusun Timben 



 
 

 

 

Gambar. 13 

Naskah dengan Cap Pangeran Mangkunegara yang disimpan di Sungai Kelumpang 



 
 

 

Gambar. 14 

Naskah yang disimpan di Sungai Kelumpang 

 

Gambar. 15 



 
 

 

Gambar. 16 

Gambar 15 dan16. Keris berlapis emas yang disimpan di Sungai Kelumpang 

 

Gambar. 17 

Silsilah Orang Tigo Ninek Bahagian Timben di Sungai Kelumpang 



 
 

 

Gambar. 20 

 

Gambar. 21 



 
 

 

Gambar. 22 

 

Gambar. 23 



 
 

 

Gambar. 24 

 

Keterangan: 

Gambar 20. Ahmad, Tokoh masyarakat  Desa Gelanggang 

Gambar 21. A. Bakar, Mantan Kepala Kampung Sungai Kelumpang Gelanggang 

Gambar 22. Sibawaihi, Penyandang Gelar Depati Setio Nyato 

Gambar 23. Syafruddin Can, Anggota DPRD Kabupaten Merangin Periode 2014-

2019 

Gambar 24. Sebelah Kiri. Umar, Tokoh masyarakat  Desa Bukit Batu 
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